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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) dalam pengelolaan keuangan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam
mengenai proses penyusunan SPJ serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara dan dokumentasi dengan melibatkan lima informan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset yang terdiri atas
satu Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, tiga Penelaah Teknis Kebijakan, dan satu Penata Layanan Operasional. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan kegiatan pada instansi tersebut secara umum telah berjalan
dengan baik dan terstruktur sesuai ketentuan yang berlaku serta didukung oleh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (SIPD). Penggunaan SIPD membantu proses penginputan data, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan
keuangan menjadi lebih efektif dan terintegrasi. Namun demikian, keterlambatan penyusunan SPJ masih ditemukan pada
beberapa kegiatan. Faktor utama penyebab keterlambatan meliputi tingginya aktivitas administrasi pegawai, keterlambatan
penyerahan dokumen oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kurang lengkapnya dokumen administrasi, serta belum
optimalnya koordinasi antar pihak terkait. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain melalui
peningkatan koordinasi, pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum verifikasi, peningkatan kedisiplinan administrasi, dan
optimalisasi pemanfaatan SIPD. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas
pengelolaan keuangan dan ketepatan waktu penyusunan SPJ pada instansi pemerintah.

Kata kunci: Instansi Pemerintah, Keterlambatan, Pengelolaan Keuangan, SPJ, SIPD
1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan
secara transparan, efektif, dan akuntabel. Setiap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan wajib didukung
oleh administrasi pertanggungjawaban yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif
maupun hukum. Akuntabilitas publik menuntut setiap instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan
penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat secara terbuka dan tepat waktu sehingga tata kelola
pemerintahan yang baik dapat terwujud [1]. Selain itu, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga menjadi
indikator penting dalam menilai kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan prinsip good governance [2].

Dalam pengelolaan keuangan daerah, salah satu bentuk pertanggungjawaban yang wajib disusun adalah Surat
Pertanggungjawaban (SPJ). SPJ merupakan dokumen administratif yang berfungsi sebagai bukti bahwa
penggunaan anggaran telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan [3]. Dokumen ini memiliki peran penting
dalam mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar dalam proses verifikasi administrasi keuangan
daerah. Ketepatan waktu penyusunan SPJ menjadi salah satu indikator kualitas pengelolaan keuangan daerah
karena keterlambatan dalam penyusunannya dapat menghambat proses pelaporan keuangan serta memengaruhi
tingkat akuntabilitas instansi pemerintah [4]. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga sangat
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dipengaruhi oleh ketepatan waktu dan kelengkapan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh instansi terkait

[5].

Meskipun demikian, dalam praktiknya keterlambatan penyusunan SPJ masih sering terjadi pada berbagai instansi
pemerintah. Permasalahan tersebut umumnya dipengaruhi oleh faktor internal organisasi maupun faktor
administratif. Tingginya beban kerja pegawai, kurang optimalnya koordinasi antar bagian, rendahnya pemahaman
terhadap prosedur administrasi, serta kurang lengkapnya dokumen pendukung menjadi faktor yang sering
menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan [6]. Selain itu, keterlambatan
penyerahan dokumen dari pihak terkait serta kelalaian dalam penyusunan administrasi juga turut berkontribusi
terhadap keterlambatan penyusunan SPJ [7]. Faktor sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, terutama dalam aspek ketelitian,
kesiapan administrasi, dan kemampuan teknis pegawai dalam menyusun dokumen pertanggungjawaban [8].

Selain faktor sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah juga menjadi salah satu faktor penting
dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah. Pemerintah daerah saat ini telah menerapkan
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
hingga pelaporan keuangan daerah. Penggunaan sistem informasi keuangan daerah dinilai mampu meningkatkan
efisiensi, efektivitas, serta ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah [9].
Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal juga terbukti memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam aspek akurasi data dan ketepatan waktu pelaporan [10]. Selain itu,
penerapan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dapat membantu meminimalisir kesalahan
administrasi serta mempercepat proses penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan [11].

Dalam konteks pengelolaan keuangan sektor publik, kualitas pengendalian internal dan kompetensi sumber daya
manusia turut menentukan keberhasilan proses administrasi keuangan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik
harus dilaksanakan melalui prosedur yang terstruktur mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi
oleh sistem pengendalian internal yang baik serta kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses
administrasi keuangan [12]. Selain itu, kualitas SPJ juga dipengaruhi oleh Kketelitian dalam pencatatan,
kelengkapan dokumen pendukung, serta pemahaman pegawai terhadap prosedur administrasi keuangan yang
berlaku [13].

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan kegiatan magang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Tengah, ditemukan bahwa keterlambatan penyusunan SPJ masih terjadi pada beberapa kegiatan.
Meskipun proses pengelolaan keuangan telah dibantu dengan penerapan SIPD, penyelesaian dokumen
pertanggungjawaban pada beberapa kegiatan belum dapat diselesaikan secara tepat waktu. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam proses administrasi keuangan, khususnya yang berkaitan
dengan kesiapan dokumen, koordinasi antar pihak terkait, serta pengelolaan sumber daya manusia dalam
pelaksanaan administrasi keuangan kegiatan.

Penelitian mengenai keterlambatan laporan pertanggungjawaban keuangan sebelumnya telah banyak dilakukan,
namun sebagian besar penelitian masih membahas keterlambatan laporan keuangan secara umum dan belum
secara spesifik mengkaji keterlambatan penyusunan SPJ pada instansi tertentu, khususnya pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus
pembahasan yang lebih spesifik terkait faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan SPJ dalam pengelolaan
keuangan kegiatan pada instansi tersebut.

Apabila keterlambatan penyusunan SPJ terus terjadi, maka hal tersebut dapat berdampak pada terhambatnya proses
pelaporan keuangan, menurunnya efektivitas administrasi keuangan, serta berkurangnya tingkat akuntabilitas
instansi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-
faktor penyebab keterlambatan penyusunan SPJ serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan
SPJ dalam pengelolaan keuangan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
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2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena
penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena keterlambatan penyusunan Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) dalam pengelolaan keuangan kegiatan, khususnya yang terjadi pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara
lebih rinci terkait faktor-faktor penyebab keterlambatan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, karena penelitian ini berfokus pada satu objek tertentu, yaitu
proses pengelolaan keuangan dan penyusunan SPJ pada instansi tersebut. Studi kasus memungkinkan peneliti
untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti dengan
mempertimbangkan konteks organisasi secara menyeluruh.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung
melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, khususnya Kepala Sub Bagian
Keuangan dan Aset. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam
terkait proses penyusunan SPJ, faktor penyebab keterlambatan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi
permasalahan tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung, seperti bukti
pertanggungjawaban keuangan, laporan keuangan, serta dokumen terkait lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara
digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari narasumber mengenai kondisi yang terjadi di lapangan,
sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi serta memperkuat data yang diperoleh dari hasil wawancara.
Dengan demikian, data yang diperoleh dapat lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada model analisis interaktif yang terdiri
dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan
cara meramgkum memilih dan memfokuskan data yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya,
data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah
penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah melalui proses redukasi dan
penyajian data.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan
data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data dokumentasi yang tersedia. Dengan demikian, data yang
diperoleh dapat diuji kebenarannya dan menghasilkan kesimpulan yang lebih valid.

3. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, diperoleh informasi bahwa pengelolaan keuangan
kegiatan pada instansi tersebut telah dilaksanakan melalui prosedur yang terstruktur dan mengikuti mekanisme
yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Seluruh tahapan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara berurutan
mulai dari proses pengajuan kebutuhan anggaran kegiatan, pencairan dana, pelaksanaan pembayaran, penyusunan
dokumen pertanggungjawaban, verifikasi administrasi, hingga pelaporan keuangan melalui aplikasi Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Proses tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak
dilakukan secara sederhana, melainkan melibatkan tahapan administrasi yang cukup kompleks dan membutuhkan
ketelitian tinggi dalam setiap pelaksanaannya.

Sub Bagian Keuangan dan Aset memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga kelancaran administrasi
keuangan kegiatan. Bagian ini tidak hanya bertugas melakukan pencatatan dan penyusunan laporan, tetapi juga
berfungsi sebagai pengawas administrasi untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai keuangan harus melakukan pemeriksaan
terhadap dokumen pengeluaran, menyesuaikan bukti transaksi dengan kegiatan yang dilaksanakan, melakukan
pemotongan dan penyetoran pajak, serta memastikan bahwa seluruh dokumen telah memenuhi syarat administratif
sebelum diproses lebih lanjut. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengelolaan keuangan dalam instansi
pemerintah memiliki peranan strategis dalam menjaga akuntabilitas dan tertib administrasi keuangan daerah.
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Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum mekanisme pengelolaan keuangan pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas publik. Setiap
penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan melalui bukti administrasi yang jelas sehingga proses
pelaporan keuangan dapat dilakukan secara transparan dan tepat waktu. Pengelolaan keuangan yang akuntabel
menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik karena seluruh penggunaan dana
publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah [2]. Selain itu, kualitas
sistem pengendalian internal yang baik juga berpengaruh terhadap efektivitas administrasi keuangan serta mampu
meminimalisir kesalahan dalam proses pelaporan keuangan daerah [14].

Dalam proses penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), PPTK memiliki tanggung jawab utama dalam
menyiapkan berbagai dokumen pengeluaran kegiatan seperti nota pembelian, kwitansi pembayaran, daftar
penerima, surat tugas, serta dokumen pendukung lainnya. Dokumen yang telah dikumpulkan kemudian diinput ke
dalam aplikasi SIPD melalui Nota Pencatatan Dana (NPD). Setelah data berhasil diinput, dokumen dicetak untuk
ditandatangani oleh pihak terkait sebelum diserahkan kepada Sub Bagian Keuangan dan Aset untuk diverifikasi.
Tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan SPJ membutuhkan koordinasi antara beberapa pihak
sehingga keterlambatan dari salah satu bagian dapat memengaruhi keseluruhan proses administrasi keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan SIPD memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan
kegiatan pada instansi tersebut. Sebelum penerapan sistem digital, sebagian proses administrasi dilakukan secara
manual sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan. Dengan adanya
SIPD, penginputan data menjadi lebih terintegrasi karena seluruh informasi keuangan tersimpan dalam satu sistem
yang sama. Pegawai keuangan juga dapat lebih mudah melakukan pemeriksaan data karena sistem secara otomatis
membantu menampilkan rincian penggunaan anggaran sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

Penggunaan SIPD juga membantu mempercepat proses penyusunan laporan keuangan seperti Buku Kas Umum
(BKU), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Selain mempermudah
penyusunan laporan, penggunaan sistem digital juga membantu mengurangi risiko kesalahan pencatatan karena
data yang telah diinput dapat langsung diproses secara otomatis oleh sistem. Pemanfaatan teknologi informasi
dalam pengelolaan keuangan daerah terbukti mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, terutama dalam
aspek ketepatan waktu dan ketelitian administrasi [15]. Penggunaan sistem informasi keuangan daerah juga dinilai
mampu meningkatkan efisiensi kerja serta mempercepat proses pelaporan keuangan pada instansi pemerintah [16].
Selain itu, sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu meningkatkan kualitas data keuangan sehingga
laporan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan mudah dipertanggungjawabkan [17].

Meskipun pengelolaan keuangan telah dibantu dengan penggunaan SIPD, hasil penelitian menunjukkan bahwa
keterlambatan penyusunan SPJ masih ditemukan dalam beberapa kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara,
keterlambatan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal organisasi, terutama yang berkaitan dengan
aktivitas kerja pegawai dan kesiapan administrasi dokumen. Pegawai pada Sub Bagian Keuangan dan Aset
memiliki tanggung jawab pekerjaan yang cukup banyak dalam waktu yang bersamaan. Selain menyusun SPJ,
pegawai juga harus menangani pencairan dana, penyusunan laporan bulanan, pengarsipan dokumen, serta berbagai
administrasi keuangan lainnya. Tingginya aktivitas administrasi menyebabkan pegawai sering mengalami
kesulitan dalam membagi waktu kerja sehingga beberapa dokumen pertanggungjawaban tidak dapat segera
diselesaikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban kerja pegawai menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi
keterlambatan penyusunan SPJ. Semakin banyak pekerjaan administrasi yang harus diselesaikan dalam waktu
bersamaan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya penundaan dalam proses penyusunan laporan
pertanggungjawaban. Tingginya beban kerja dapat memengaruhi efektivitas pegawai dalam menyelesaikan
administrasi keuangan secara tepat waktu [18]. Aktivitas kerja yang padat juga dapat menyebabkan keterlambatan
administrasi karena pegawai harus menyelesaikan beberapa pekerjaan sekaligus dalam waktu yang terbatas [19].
Selain itu, keterbatasan waktu kerja dan tingginya intensitas kegiatan administrasi menjadi salah satu hambatan
utama dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan pada instansi pemerintah [6].

Selain faktor kesibukan pegawai, keterlambatan penyusunan SPJ juga dipengaruhi oleh keterlambatan penyerahan
dokumen dari PPTK. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa PPTK terkadang menyerahkan dokumen
pertanggungjawaban setelah kegiatan selesai melewati batas waktu yang telah ditentukan. Kondisi tersebut
menyebabkan bagian keuangan tidak dapat segera melakukan proses verifikasi karena dokumen belum tersedia
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secara lengkap. Dalam beberapa kasus, keterlambatan penyerahan dokumen juga menyebabkan pekerjaan pada
bagian keuangan menumpuk dalam waktu tertentu sehingga proses administrasi menjadi lebih lambat.

Kelengkapan dokumen administrasi juga menjadi kendala yang cukup sering ditemukan dalam proses penyusunan
SPJ. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat dokumen yang diajukan dalam kondisi belum lengkap atau
belum sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku. Dokumen yang belum lengkap mengharuskan pegawai
keuangan melakukan pemeriksaan ulang dan meminta perbaikan kepada pihak terkait sebelum proses verifikasi
dapat dilanjutkan. Situasi tersebut menyebabkan proses administrasi menjadi lebih panjang dan membutuhkan
waktu tambahan dalam penyelesaiannya.

Kesiapan dokumen administrasi menjadi faktor penting dalam menentukan ketepatan waktu pelaporan keuangan
daerah karena dokumen yang tidak lengkap akan menghambat proses verifikasi administrasi [20]. Ketelitian dan
kelengkapan dokumen juga memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena seluruh bukti
penggunaan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku [13]. Administrasi yang tidak tertib dapat
menyebabkan keterlambatan pelaporan keuangan serta menghambat efektivitas pengelolaan keuangan daerah [5].

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia masih menjadi salah satu penyebab
keterlambatan penyusunan SPJ. Dalam beberapa kondisi, masih ditemukan kurangnya ketelitian pegawai dalam
menyusun dokumen administrasi sehingga dokumen yang diajukan harus diperbaiki kembali sebelum diverifikasi.
Selain itu, kesiapan pegawai dalam memahami prosedur administrasi keuangan juga memengaruhi kecepatan
penyelesaian SPJ. Pegawai yang memahami prosedur dengan baik cenderung lebih cepat menyelesaikan
administrasi dibandingkan pegawai yang masih mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme penyusunan
dokumen pertanggungjawaban.

Kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah, terutama dalam aspek ketepatan waktu dan ketelitian administrasi [21]. Kompetensi pegawai dalam bidang
administrasi keuangan menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah karena
setiap proses administrasi membutuhkan ketelitian serta pemahaman prosedur yang baik.

Selain faktor sumber daya manusia dan administrasi dokumen, koordinasi antar bagian juga menjadi faktor yang
memengaruhi kelancaran penyusunan SPJ. Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi antara PPTK dan Sub
Bagian Keuangan sangat menentukan kecepatan penyelesaian dokumen pertanggungjawaban. Ketika komunikasi
berjalan dengan baik, proses perbaikan dokumen dan penyampaian informasi dapat dilakukan lebih cepat sehingga
administrasi keuangan dapat segera diselesaikan. Sebaliknya, apabila koordinasi tidak berjalan optimal, maka
proses penyelesaian SPJ cenderung mengalami keterlambatan karena adanya keterlambatan penyampaian
informasi maupun dokumen pendukung.

Koordinasi yang baik antar bagian dapat meningkatkan efektivitas administrasi keuangan dan membantu
mempercepat penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Komunikasi kerja yang efektif juga mampu
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena setiap kendala administrasi dapat segera
diselesaikan melalui koordinasi yang baik antar pihak terkait [16]. Selain itu, koordinasi yang efektif menjadi
bagian penting dalam mendukung ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah [22].

Berikut merupakan ringkasan faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan SPJ pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 1. Ringkasan Faktor Penyebab Keterlambatan SPJ

No Faktor Penyebab Temuan Penelitian Dampak

Pegawai memiliki banyak pekerjaan administrasi yang harus
diselesaikan dalam waktu bersamaan

1 Tingginya aktivitas pegawai Penyusunan SPJ menjadi tertunda

Keterlambatan penyerahan Dokumen pertanggungjawaban sering diserahkan tidak tepat Proses verifikasi dan pencairan dana
2 .
dokumen oleh PPTK waktu menjadi terlambat
3 Dokumen  administrasi  tidak Dokumen yang diajukan masih memerlukan perbaikan dan Verifikasi dilakukan berulang kali
lengkap pelengkapan
4 Faktor sumber daya manusia Kurangnya ketelitian dan kesiapan pegawai dalam menyusun SPJ ﬁ?:fﬁﬁn waktu - penyusunan - SPJ
5 Koordinasi antar bagian Komunikasi antar pihak belum sepenuhnya optimal ::;%r;%elf;i:g? administrasi - menjadi
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No Faktor Penyebab Temuan Penelitian Dampak

Mempermudah penyusunan laporan
keuangan

6 Pemanfaatan SIPD SIPD membantu proses penginputan dan pelaporan keuangan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa keterlambatan penyusunan SPJ dipengaruhi oleh beberapa
faktor yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Faktor manusia dan administrasi menjadi penyebab yang
paling dominan dalam penelitian ini. Meskipun penggunaan SIPD telah membantu proses pengelolaan keuangan
menjadi lebih terstruktur, keberhasilan penyusunan SPJ tetap sangat dipengaruhi oleh kesiapan pegawai,
kedisiplinan administrasi, serta koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan kegiatan.

Untuk mengatasi keterlambatan penyusunan SPJ, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
melakukan beberapa upaya seperti meningkatkan koordinasi antara PPTK dan bagian keuangan, melakukan
pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum diajukan untuk verifikasi, serta mengingatkan pegawai agar lebih
disiplin dalam mengikuti prosedur administrasi yang telah ditetapkan. Selain itu, optimalisasi penggunaan SIPD
juga terus dilakukan agar proses penginputan dan pelaporan keuangan dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya pengendalian internal yang cukup baik dalam mendukung
efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pengendalian internal dan koordinasi yang baik menjadi bagian penting
dalam meningkatkan akuntabilitas serta kualitas Kinerja organisasi sektor publik [23].

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penyusunan SPJ pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah lebih banyak disebabkan oleh faktor internal organisasi
dibandingkan faktor sistem. Dari sisi prosedur dan penggunaan teknologi, instansi telah memiliki mekanisme yang
cukup baik melalui penerapan SIPD. Namun demikian, faktor sumber daya manusia, kedisiplinan administrasi,
kesiapan dokumen, dan koordinasi kerja masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan ketepatan waktu
penyusunan SPJ. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pegawai, penguatan koordinasi antar bagian, serta
peningkatan tertib administrasi menjadi langkah penting dalam meminimalisir keterlambatan penyusunan SPJ
pada instansi pemerintah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan kegiatan pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah secara umum telah berjalan dengan baik dan terstruktur.
Hal ini ditunjukkan melalui adanya prosedur yang jelas dalam proses pengajuan, verifikasi, hingga pelaporan
keuangan yang didukung oleh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Meskipun demikian,
keterlambatan dalam proses penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) masih ditemukan pada beberapa
kegiatan, meskipun tidak bersifat signifikan dan masih dapat diatasi. Faktor utama penyebab keterlambatan
tersebut berasal dari aspek internal organisasi, terutama pada aspek sumber daya manusia, seperti tingginya beban
kerja, kelalaian, serta kurangnya kesiapan dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban. Selain itu,
kelengkapan dokumen dari PPTK juga menjadi faktor yang memengaruhi kelancaran proses verifikasi dan
pelaporan keuangan. Di sisi lain, penggunaan aplikasi SIPD terbukti memberikan dampak positif dalam membantu
meningkatkan efiisensi ketelitian, dan ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem dan prosedur telah berjalan dengan baik, peran manusia tetap menjadi
unsur penting dalam menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan, khususnya dalam penyusunan SPJ. Peneliti
selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan melibatkan lebih banyak instansi
pemerintah serta menambah jumlah informan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih beragam dan
komprehensif. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda, seperti
metode kuantitatif atau mixed method, sehingga dapat memberikan hasil analisis yang lebih mendalam mengenai
faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan SPJ.
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